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RINGKASAN
RINGKASAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia, dengan tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk mengadakan pembangunan lapangan pekerjaan menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat, akhirnya pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) ke Luar Negeri dengan mobilisasi tenaga kerja secara masal dari negara Indonesia ke negara yang lainya yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Sebagai payung hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah membentuk Undang – Undang nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. ditegaskan dalam Pasal 6  dan Pasal 7 Undang – Undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia bahwa Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) , salah satunya adalah perlindungan hukum yang ditegaskan dalam pasal 80 , akan tetapi dalam kenyataannya banyak sekali Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati di luar negeri, salah satunya adalah Tengaa Kerja Indonesia Siti Zaenab yang dieksekusi mati di Madinah, hal ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap TKI sangat rendah, disini perlu di bahas terkait dimana dan apa saja peran yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi tenaga kerja indonesia secara hukum sesuai amanat dari Undang – Undang Dasar untu melindungi setiap warga negara serta amanat dari undang – undang nomor 39 tahun 2004, dari penelitian ini diharapkan akan mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap TKI , serta melalui penelitian ini diharapkan akan ada hasil berupa artikel dan modul terkait perlindungan hukum terhadap TKI, khusunya TKI yang telah divonis mati, dan adanya lembaga bantuan hukum khusus untuk TKI dari pemerintah di setiap negara penempatan TKI. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis – sosiologis, yang mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perilaku masyarakat.
Kata Kunci : Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ), Pemerintah, Perlindungan hukum, Vonis mati.
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)BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Berkembangnya pertambahan penduduk di Indonesia, dengan tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk mengadakan pembangunan lapangan pekerjaan menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat, tidak seimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan pekerjaan juga menyebabkan rendahnya upah yang diterima pekerja. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu pemerintah untuk melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) ke Luar Negeri dengan mobilisasi tenaga kerja secara masal dari negara Indonesia ke negara yang lainya yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. 
	Sebagai payung hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah membentuk Undang – Undang nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
	Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) disebut sebagai “ Pahlawan Devisa “ hal tersebut dikarenakan TKI ini mendatangkan banyak pemasukan devisa bagi Indonesia. Tahun 2010 bank dunia memperkirakan buruh migran Indonesia akan membawa remitasi sedikitnya 7,1 miliar dollar AS, naik dari 6,7 miliar dollar AS di tahun 2009 ( www.nasional.kompas.com )
	Akan tetapi, disamping meningkatkan pendapatan devisa negara yang sesungguhnya telah menimbulkan sisi negatif sangatlah merugikan bagi Tenaga Kerja Indonesa di luar negeri, yaitu permasalahan – permasalahan hukum yang terjadi pada TKI di luar negeri, salah satunya adalah permasalahan vonis hukuman mati untuk TKI diluar negeri, sebagai contoh Kasus Ruyati binti Satubi yang menjadi tersangka pembunuhan majikannya, dimana Ruyati melakukan pembunuhan pada tanggal 12 Desember 2010 karena belum dibayarnya gaji selama tujuh bulan dan sering mengalami penganiayaan dari majikannya , saat itu keluarga ruyati hanya mendapatkan satu kali surat resmi dari kemenlu tertanggal 2 Febuari 2011, yang menerangkan bahwa Ruyati menjalani persidangan, dan setelah itu tidak pernah mendapatkan informasi terkait proses dan hasil persidangan, bahkan mereka tidak tahun bahwa Ruyati telah dieksekusi mati di Arab Saudi ( www.jpnn.com/berita.detail.95625 )
	Selain kasus Ruyati, kejadian yang sama juga dialami oleh Siti Zaenab (47 tahun) yang dieksekusi mati atas kasus pembunuhan terhadap istri dari pengguna jasanya yang bernama Nourah Bt.Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999, dia kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999, setelah 16 tahun menanti pemaafan, wanita asal madura itu berakhir dengan vonis mati tertanggal 14 April 2015, tidak cukup dengan itu, TKI Indonesia kembali mendapatkan eksekusi vonis hukuman mati, yaitu Karni Binti Medi Taslim. ( www.pejabatpublik.com ). Bahkan berdasarkan Wakil Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementrian Luar Negeri MH Surya, mengatakan hingga mei 2015 masih terdapat 118 tengaa kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. ( www.republika.com ).
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)	TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) merupakan warga negara yang memiliki hak untuk medapatkan perlindungan hukum, pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada TKI, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6  dan Pasal 7 Undang – Undnag nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia, yaitu
	“ Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri “
	“ Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah bekerwajiban :
a. menjamin terpenuhinya hak – hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calin TKI diluar negeri;
d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemebuhan hak dan perlindungan TKI secara optimat di negara tujuan, dan;
e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan ,dan masa purna penempatan.
	Berdasarkan Pasal diatas, sudah merupakan kewajiban dari Pemerintah untuk melakukan perlindungan secara optimal bagi TKI diluar negeri, salah satunya adalah perlindungan hukum, dimana diatur dalam pasal 80, yaitu :
	(1) Perlindungan selama amsa penempatan TKI diluar negeri dilaksanakan antara lain:
a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional ;
b. pembelaan atas pemenuhan hak – hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang – undangan di negara TKI ditempatkan.
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)	Dengan semakin banyaknya kasus – kasus hukuman mati yang diterima oleh TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) diluar negeri menunjukan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI diluar negeri, sedangkan kita tahu bahwa TKI merupakan penyumbang devisa terbesar untuk negara, negara melalui pemerintah seharusnya dapat melakukan diplomasi dengan kebijakan politik luar negeri untuk memperingan atau bahkan membebaskan TKI dari eksekusi hukuman mati, karena memberikan perlindungan TKI termasuk perlindungan hukum  merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemenuhan hak – hak warga negara.
	Berdasarkan realitas gambaran diatas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan lebih mendalam mengenai peran dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia .
1.2 RUMUSAN MASALAH
	Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI  berdasarkan UU no 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia khusunya terhadap TKI yang divonis hukuman mati ? 
2. Apa Faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri ?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang tervonis hukuman mati ? 
1.3 TUJUAN
	Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap TKI, khusunya terhadap TKI yang divonis hukuman mati.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri.
3. Mengetahui kebijakan Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI dari eksekusi mati .
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN
	Berdasarkan tujuan penelitian di atas, luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  (
4
)Artikel jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap TKI.
2. Adanya lembaga Bantuan Hukum khusus untuk menangani kasus TKI di luar negeri.
3. Modul perlindungan dan penanganan terhadap kasus vonis mati TKI di luar negeri.
1.5 KEGUNAAN
	Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara normatif, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sarana pengembangan dalam membuat kebijakan terutama dalam mengadakan perlindungan dalam bidang hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi tersangka pidana mati, yang terkait dengan realita dan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum TKI serta kepentingan – kepentingan di dalamnya.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran pemerintah dalam perlindungan TKI serta pelaksanaan perlindungan hukum TKI oleh pemerintah, khususnya perlindungan hukum bagi TKI yang divonis hukuman mati, yang kemudian hari akan menjadi bahan referensi yang berguna baik dalam bahan ajar perkuliahan ataupun pelaksanaan sistem peradilan dan pelindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia.
3. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan ;
1) Bagi Tenga Kerja Indonesia
Sumbangan kreatif pemikiran bagi upaya peningkatan peran pemerintah dalam perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagai hak – hak tenaga kerja indonesia, terutama bagi tenaga kerja indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati di luar negeri.
2) Bagi Pemerintah
			Dapat digunakan sebagai referensi guna evaluasi mengenai pelaksanaan dan kebijakan pemerintah sebagai sarana dalam perumusan pelaksanaan dan kebijakan terkait perlindungan TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) selanjutnya.
3) Bagi mahasiswa dan masyarakat
			Dapat dijadikan bahan referensi mahasiswa dan masyarakat lainya untuk memahami implementasi realita baik terhadap Undang – Undang Dasar 1945 maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
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)BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia
Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
 “ Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah “
2.2 Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Adapun Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
Perlindungan TKI di dasarkan kepada UU No No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 UU No No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.
Perlindungan negara bagi warganegarnya merupakan hak warganegara yang dijamin oleh undang-undang. Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka hak perlindungan itu dimulai dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Di luar negeri perlindungan terhadap TKI dilaksanakan oleh oleh Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mana perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan intemasional.
2.3 Landasan yang Mengatur Tentang Perlindungan TKI
Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2011:49) Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan perekonomian dunia usaha. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengaturan TKI yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup penempatan, regulasi, perlindungan dan kontribusi tenaga kerja Indonesia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, landasan yang mengatur perlindungan TKI meliputi :
1.  (
6
)Undang-Undang Dasar 1945
2. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
3. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ketja Indonesia di Luar Negeri
2.4 Institusi yang Berwenang terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI swasta dan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pelaksanaan penempatan TKI dari pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
2. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)
Menurut Pasal 1 bagian (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memiliki izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) menurut buku pedoman pengawasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri
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)BAB III
METODE PENELITIAN
	Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang permasalahan yang dibahas sehingga hasilnya memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak perlu diadakan kajian – kajian dan penelitian serta pengamatan terhadap objek penelitian. Oleh karena itu diperlukan metode – metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam memperoleh data – data baik secara kualitas maupun kuantitas.
Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian . sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta – fakta dan prinsip – prinsip dengan sabar, hati – hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran ( Mardalis, 2004 : 24 )
2.1 Dasar Penelitian
	Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku tang dapat diamati. Penelitian kualitatif diarahkan pada latar dan individu terseebut secara holistik ( utuh ). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan . ( Bogdan dan Taylor dalam Moleong , 1999 : 3 )
	Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis – sosiologi ( sosio legal research ) digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinsi terhadap objek penelitian dan narasumber.
2.2 Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas : 
1. Sumber data primer, Undang – Undang Dasar Negara 1994, Undang – Undang Nomer 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Sumber data sekunder, terdiri atas buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik mengenai kasus Tenaga Kerja Indonesia yang divonis mati dan peran pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
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)2.3 Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang tengah dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena kegiatan ini mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Untuk itu maka diperlukan penyusunan instrumen pengumpulan data dan penanganan yang serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :
(1) Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi bisa berupa buku harian, surat kabar,transkip, tesis, desertasi, majalah, laporan, catatan kasus (case records), dan dokumen lainnya.
(2) Observasi
Memberikan data khususnya data kualitatif. Pengamatan tersebut disesuaikan dengan tema dalam penelitian ini, penulis berusaha mengamati objek-objek yang dapat dimbil sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(3) Wawancara atau Interview
Wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam penerapan, wawancara dijadikan sebagai sarana pelengkap yaitu sebagai alat informasi dalam melengkapi data dan sebagai sarana penguji yaitu digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh.

2.4 Validitas Data
Validasi data kekerasan dimaksudkan agar setiap data yang dikumpulkan adalah data yang shahih, kuat dan akurat, bukannya estimasi atau perkiraan.
2.5 Penyajian Data
Data-data yang telah terkumpul, baik data kualitatif maupun kuantitatif diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis datanya. Setelah itu hasil penelitian disusun secara sistematis dan runtut dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan berdasarkan pada kajian-kajian pesoalan yang bersifat khusus untuk mengambil dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum. Kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.
(1)  (
9
)Tempat penelitian
Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa tempat narasumber yang berkaitan dengan masalah ini yaitu :
a. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia
b. Disnakertrans Jawa Tengah
c. BNP2TKI Jawa Tengah
d. BP3TKI Jawa Tengah
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)BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
	No
	Jenis Pengeluaran
	Biaya (Rp)

	1.
	Persiapan
	      350.000

	2.
	Pengumpulan data
	   7.700.000

	3.
	Pelaksanaan progam penelitian
	   550.000

	4.
	Penyusunan laporan
	   1.125.000

	Jumlah 
	 9.730.000


4.2 Jadwal Penelitian
	No.
	Nama Kegiatan
	Bulan ke


	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Persiapan

Pengumpulan

Analisis Data

Penyusunan Data

Seminar

Penggandaan

Penyerahan 
Laporan
	+

+

-

-

-

-

-

	-

+

-

-

-

-

-

	-

+

+

-

-

-

-

	-

+

+

+

-

-

-

	-

+

+

+

+

+

+
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)LAMPIRAN
Lampiran 1 Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing
A. Identitas diri Ketua 
	1.
	Nama Lengkap 
	Annisa Budi Utami

	2.
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3.
	Program Studi
	Ilmu Hukum

	4.
	NIM
	8111412082

	5.
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Banyumas, 23 Mei 1993

	6.
	E-mail
	annisabudiutami67@yahoo.co.id

	7.
	Nomor Telepon/HP
	085647882405


 B. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	SD N 4 Pekaja
	SMP N 2 Kalibagor
	SMA N 1 Sokaraja

	Jurusan
	-
	-
	IPS

	Tahun Masuk – Lulus
	1999 – 2006
	2006 - 2009
	2009 – 2012


C. Pemakalah Seminar Ilmiah  ( Oral persentation )
	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1.
	-
	-
	-


D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau instansi lainya )
	No
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi Penghargaan
	Tahun

	1.
	-
	-
	-



	Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima sanksi.
 (
13
)	Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah


									Semarang, 08 Mei 2015
									Pengusul

			
								
								( Annisa Budi Utami )
								  NIM.8111412082
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)A. Identitas Diri Anggota 1
	1.
	Nama Lengkap 
	Nurul Farikhah Ismi

	2.
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3.
	Program Studi
	Pendidikan Akuntansi

	4.
	NIM/NIDN
	7101412109

	5.
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Cilacap, 16 Juni 1994

	6.
	E-mail
	nurul.farikhah@ymail.com

	7.
	Nomor Telepon/HP
	081327018242


 B. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	SD Plus Al- Irsyad 02 Cilacap
	SMP N 1 Cilacap
	SMA N 1 Cilacap

	Jurusan
	-
	-
	IPS

	Tahun Masuk - Lulus
	2000 – 2006
	2006 - 2009
	2009 – 2012


C. Pemakalah Seminar Ilmiah  ( Oral persentation )
	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1.
	-
	-
	-


D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau instansi lainya )
	No
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi Penghargaan
	Tahun

	1.
	-
	-
	-



	Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima sanksi.
 (
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)	Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah

									Semarang, 08 Mei 2015
									Pengusul

								
								( Nurul Farikhah Ismi )
								    NIM. 7101412109
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)A. Identitas Diri Anggota Dua
	1.
	Nama Lengkap 
	Salamah Nur Aini

	2.
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3.
	Program Studi
	Ilmu Hukum

	4.
	NIM/NIDN
	8111414171

	5.
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Klaten, 30 Oktober 1996

	6.
	E-mail
	salamahnuraini@yahoo.co.id

	7.
	Nomor Telepon/HP
	085643616127


 B. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	SD N 1 Danguran
	SMP N 6 Klaten
	SMK N 1 Klaten

	Jurusan
	-
	-
	IPS

	Tahun Masuk – Lulus
	2002-2008
	2008-2011
	2011-2014


C. Pemakalah Seminar Ilmiah  ( Oral persentation )
	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1.
	-
	-
	-


D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau instansi lainya )
	No
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi Penghargaan
	Tahun

	1.
	-
	-
	-



	Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima sanksi.
	Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
 (
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)
									Semarang, 08 Mei 2015
									Pengusul

								
								( Salamah Nur Aini )
								  NIM.8111414171
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)A. Identitas Diri Anggota Tiga
	1.
	Nama Lengkap 
	Mita Andriyani

	2.
	Jenis Kelamin
	Perempuan

	3.
	Program Studi
	Pendidikan Geografi

	4.
	NIM/NIDN
	3201414008

	5.
	Tempat dan Tanggal Lahir
	Demak, 2 Desember 1996

	6.
	E-mail
	mitaandriyani02@gmail.com

	7.
	Nomor Telepon/HP
	089682679353


 B. Riwayat Pendidikan
	
	SD
	SMP
	SMA

	Nama Institusi
	SD N 2 Gajah
	SMP N 1 Gajah
	SMA N 2 Demak

	Jurusan
	-
	-
	IPS

	Tahun Masuk - Lulus
	2002 - 2008
	2008 - 2011
	2011 - 2014


C. Pemakalah Seminar Ilmiah  ( Oral persentation )
	No
	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
	Judul Artikel Ilmiah
	Waktu dan Tempat

	1.
	-
	-
	-


D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi, atau instansi lainya )
	No
	Jenis Penghargaan
	Institusi Pemberi Penghargaan
	Tahun

	1.
	-
	-
	-



	Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima sanksi.
	Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
 (
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)									Semarang, 08 Mei 2015
									Pengusul

								
	
								( Annisa Budi Utami )
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)A. Biodata Dosen Pembimbing
Nama dan Gelar		:
NIDN				:
Golongan Fungsional		:
Jabatan Fungsional		:
Fakultas/Program Studi	:
Perguruan Tinggi		:
Alamat Rumah		:
No Telfon			:
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)Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Persiapan
	Material

	Kuantitas
	Harga Satuan (Rp)
	Jumlah ( Rp)

	Kertas
	2 rim
	35.000
	70.000

	ATK
	
	
	80.000

	Tinta Printer
	1
	200.000
	200.000

	Jumlah
	350.000



2. Pengumpulan Data
	Material
	Kuantitas
	Harga Satuan ( Rp )
	Jumlah (Rp)

	Transportasi
	-
	-
	800.000

	Penginapan
	4 Orang - 5 Hari 
	200.000
	 4.000.000

	Uang Saku
	4 orang
	200.000
	800.000

	Dokumentasi
	-
	-
	800.000

	Wawancara
	-
	-
	500.000

	Observasi
	-
	-
	500.000

	Pengamatan
	-
	-
	300.000

	Jumlah
	7.700.000



3. Pelaksanaan Program Penelitian

	Material
	Kuantitas
	Harga Satuan ( Rp )
	Jumlah ( Rp )

	Kertas
	3 rim
	35.000
	105.000

	Jilid
	4 bendel
	25.000
	100.000

	Pengolahan data
	-
	-
	200.000

	Penyusunan Laporan Sementara
	-
	-
	150.000

	Jumlah
	555.000
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)4. Penyusunan Laporan
	Material
	Kuantitas
	Harga Satuan ( Rp )
	Jumlah ( Rp )

	Kertas
	5 rim
	35.000
	175.000

	Jilid
	6 bendel
	25.000
	150.000

	Tinta Print
	1
	200.000
	200.000

	Penyusunan draft awal
	-
	-
	200.000

	Penyusunan draft kedua
	-
	-
	200.000

	Penyusunan draft akhir
	-
	-
	200.000

	Jumlah
	1.125.000
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)Lampiran 3. Susunan Organisasi TIM Kegiatan dan Pembagian Tugas.
	No
	Nama/NIM
	Program Studi
	Bidang Ilmu
	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
	Uraian Tugas

	1.
	Annisa Budi Utami
	Ilmu Hukum
	Hukum
	10 Jam / Minggu
	Mengkoordinasikan anggota, membantu tugas masing-masing anggota, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian

	2.
	Nurul Farikhah Ismi
	Pendidikan Akuntansi
	Ekonomi
	10 Jam/Minggu
	Management Keuangan dan Waktu Penelitian

	3.
	Salamah Nur Aini
	Ilmu Hukum 
	Hukum
	10 Jam/Minggu
	Bertanggung jawab terhadap perijinan.

	4.
	Mita Andriyani
	Pendidikan Geografi
	Ilmu Sosial
	10 Jam/Minggu
	Bertanggung jawab terhadap administrasi dan dokumentasi
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)Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan
	[image: ]
	KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan 
Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003



Yang bertandatangan di bawahini: 
Nama			: Annisa Budi Utami
NIM			: 8111412082
Program Studi   	: Ilmu Hukum
Fakultas   		: Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul:
“ IDENTIFIKASI PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIVONIS PIDANA MATI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA “
Yang diusulkan untuk tahun anggaran Rp. 9.730.000 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
Semarang, 8 Juni 2015
Mengetahui,       							Yang Menyatakan
Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,       

( Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si )				(Annisa Budi Utami) 
    NIP.196012171986011001						  NIM.8111412082
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